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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat 

Diterima Oleh Mahkamah Konstitusi) 

 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XVIII/2020  
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG 

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG 
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 

TERHADAP 
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 1945 
 

 29 SEPTEMBER 2020 

 

 
A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, pukul 11.06 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut 
UU 3/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 65/PUU-
XVIII/2020. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 65/PUU-
XVIII/2020, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Pejabat dan Pegawai 
di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 

Bahwa permohonan pengujian UU 3/2020 dalam Perkara Nomor 65/PUU-

XVIII/2020 diajukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung, yang diwakili oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Dr. H. Erzaldi 

Rosman, S.E., M.M.) dan Pimpinan DPRD Kepulauan Bangka Belitung (Didit 

Srigusjaya, S.H., M.H.; Hendra Apolo, S.T., M.Si.; H. Muhhamad Amin, S.T. dan Amri 

Cahyadi, S.T.) yang memberikan kuasa kepada Dharma Sutomo H., S.H., M.H. dkk, 

para Advokat pada Kantor Hukum Dharma Sutomo & Rekan, yang selanjutnya 

disebut sebagai Para Pemohon. 
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C. PASAL/AYAT UU 3/2020 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil 

terhadap Pasal 4 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21, Pasal 35 

ayat (1), Pasal 37, Pasal 40, Pasal 48 huruf a dan huruf b, Pasal 67, Pasal 100A, 

Pasal 122, Pasal 140, Pasal 151, Pasal 169B ayat (5) huruf g, Pasal 173B dan 

pasal-pasal lainnya UU 3/2020.  

 

D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 4 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21, Pasal 35 ayat 

(1), Pasal 37, Pasal 40, Pasal 48 huruf a dan huruf b, Pasal 67, Pasal 100A, Pasal 

122, Pasal 140, Pasal 151, Pasal 169B ayat (5) huruf g, Pasal 173B, dan pasal-

pasal lainnya UU 3/2020 dianggap bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat 

(5) dan ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan 

melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon sepanjang 

dimaknai “menghapus/mengubah kewenangan Pemerintah Daerah provinsi”. 

 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 

Bahwa terhadap Pasal 4 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21, 

Pasal 35 ayat (1), Pasal 37, Pasal 40, Pasal 48 huruf a dan huruf b, Pasal 67, Pasal 

100A, Pasal 122, Pasal 140, Pasal 151, Pasal 169B ayat (5) huruf g, Pasal 173B, 

dan pasal-pasal lainnya UU 3/2020, Mahkamah Konstitusi memberikan 

pertimbangan hukum sebagai berikut: 

 

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut 

mengenai kedudukan hukum para Pemohon dan permohonan para Pemohon, 

Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:  

1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 4 ayat (2), Pasal 7, Pasal 

8, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21, Pasal 35 ayat (1), Pasal 37, Pasal 40, Pasal 48 

huruf a dan huruf b, Pasal 67, Pasal 100A, Pasal 122, Pasal 140, Pasal 151, 

Pasal 169B ayat (5) huruf g, Pasal 173B, dan pasal-pasal lainnya sepanjang 

dimaknai “menghapus/mengubah kewenangan Pemerintah Daerah 

provinsi” UU 3/2020; 

2. Bahwa setelah Mahkamah menyandingkan antara bukti Para Pemohon [vide 

bukti P-2] dengan Salinan UU 3/2020 sebagaimana diperoleh Mahkamah 

dari Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Negara, 

terdapat perbedaan di antara keduanya yaitu, pada Salinan UU 3/2020 

sebagaimana diperoleh Mahkamah dari JDIH Sekretariat Negara tidak 

terdapat ketentuan Pasal 100A dan Pasal 169B ayat (5) huruf g sebagaimana 

dimohonkan Para Pemohon. Lebih lanjut, Para Pemohon juga tidak 

menguraikan isi pasal yang dimaksudkan tersebut dalam permohonan 

sehingga Mahkamah tidak dapat memahami pasal yang dimaksudkan oleh 
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Para Pemohon;  

3. Bahwa dalam permohonan, Para Pemohon mencantumkan frasa “pasal-

pasal yang lainnya sepanjang dimaknai menghapus/mengubah kewenangan 

pemerintah daerah provinsi” tanpa menguraikan lebih lanjut pasal berapa 

yang dimaksud oleh Para Pemohon;  

4. Bahwa dalam petitum permohonan angka 3, Para Pemohon meminta 

Mahkamah untuk “Menyatakan, seluruh ketentuan Pasal–Pasal Undang-

Undang Repubik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Minerba dan Batubara yang menghapus, merubah dan 

mencabut kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Gubernur “tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya”, 

tanpa menguraikan lebih lanjut pasal berapa yang dimaksud oleh Para 

Pemohon tersebut;  

5. Bahwa Para Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan untuk 

mengembalikan pasal-pasal UU 3/2020 yang diuji kepada keadaan semula 

yakni sebelum perubahan UU 3/2020 sebagaimana petitum angka 4. 

Terhadap petitum demikian hanya mungkin dipertimbangkan dan dipenuhi 

oleh Mahkamah sepanjang yang dimohonkan tersebut jelas dan 

berimplikasi kepada terjadinya kekosongan hukum. 

 

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut pada 

Paragraf [3.3] di atas, menurut Mahkamah, permohonan Para Pemohon tidak 

jelas (kabur). 

 

[3.5] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili 

permohonan a quo namun oleh karena permohonan Para Pemohon tidak jelas 

(kabur), Mahkamah tidak mempertimbangkan Kedudukan Hukum Para 

Pemohon dan permohonan lebih lanjut. 

 

F. AMAR PUTUSAN 

“Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.” 

 

G. PENUTUP 

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 

mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 

memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 

Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes 

(berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self 

executing) oleh seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan 

warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 65/PUU-

XVIII/2020 yang menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima 
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terhadap pengujian UU 3/2020 mengandung arti bahwa ketentuan pasal-pasal a 

quo tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai 

kekuatan hukum mengikat. 
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